




A.  Latar Belakang Masalah 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan PKBM merupakan 
sebuah lembaga pendidikan nonformal yang lahir dari kesadaran tentang betapa pentingnya 
kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu kehadiran PKBM 
merupakan sikap proaktif  kelompok masyarakat sebagai agen perubahan (Change of Agent) 
untuk membukakan akses dan menjawab berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi setempat.  Lebih jauh lagi keberadaan PKBM di tengah – tengah 
masyarakat diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen bagi terjadinya proses 
pembangunan melalui pemberdayaan potensi – potensi yang ada di masyarakat. 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga yang tumbuh dari, oleh dan 
untuk masyarakat dituntut mampu menggerakkan dan memfasilitasi berbagai aktivitas bersama 
dalam pengembangan masyarakat. Agar harapan tersebut bisa dipenuhi oleh lembaga 
masyarakat, pada umumnya menuntut dua persyaratan : di satu pihak cukup mengakar dalam 
masyarakat dan di lain pihak, tanggap terhadap berbagai tuntutan perubahan dan pembaruan 
(Soetomo, 2006:16). Dalam konteks pengembangan masyarakat melalui jalur kelembagaan 
PKBM, dua persyaratan tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut di 
lapangan.  
Sebagaiamana diketahui bahwa program pengembangan pendidikan luar sekolah melalui 
wadah PKBM ini pada mulanya diprakarsai oleh pemerintah. Pada perkembangannya, banyak 
jugan bermunculan PKBM yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, agar 
pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan bersama, pemerintah membuat kebijakan yang 
tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat/warga negara yang karena sesuatu 
hal sehingga tidak dapat mengikuti serta menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan 
melalui jalur pendidikan di sekolah. Umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan 
belajar pada lembaga pendidikan formal  disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan yang 
ada, seperti :  Faktor ekonomi, geografis, budaya dan fisik. Sehingga dapat dikatakan 
bahwasanya fungsi penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah adalah 
sebagai pengganti, melengkapi, dan menambah terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur 
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pendidikan di sekolah (Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Sekolah). 
Di sisi lain, PKBM sebagai salah satu mitra kerja pemerintah dalam mencerdaskan 
kehidupan masyarakat melalui program – program pendidikan nonformal diharapkan mampu 
menumbuhkan masyarakat belajar (learning society) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 
kemandirian, keberdayaan dan inovatif dalam mencari informasi baru dalam rangka 
meningkatkan kehidupannya.  Sebagai sebuah pusat pembelajaran (learning centre), PKBM 
dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menitik beratkan swadaya, gotong – royong 
dan partisipasi masyarakat itu sendiri, terutama berkaitan dengan pentingnya peningkatan 
kemampuan, keterampilan atau kecerdasan anggota masyarakat (self actualization). 
Salah satu fungsi PKBM adalah sebagai lembaga penyelenggara kegiatan pembelajaran 
dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu pengelola PKBM dituntut untuk tanggap terhadap 
perubahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan kebutuhan pembelajaran yang sesuai 
dengan kebutuhan, karateristik dan potensi komunitas setempat. Hal demikian memungkinkan 
lembaga PKBM tidak hanya diterima tetapi lebih mengakar di masyarakat. 
Meskipun pengelola dan penyelenggara PKBM adalah masyarakat, tetapi juga difasilitasi 
oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, melalui Subdin Pendidikan Luar Sekolah) di 
tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota). Berdasarkan data yang ada pada Balai Pengembangan 
Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Jawa Timur pada bulan Juli 2009, terdapat 208 
PKBM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 merupakan PKBM yang dibiayai oleh pemerintah, 
sedangkan yang lain merupakan swadaya masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat memiliki kesempatan yang sangat luas. 
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pasal 55 ayat (1) , bahwa ”Masyarakat berhak menyelenggarakan 
pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan 
agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.  
Pendekatan partisipatif memang sangat diperlukan bagi terwujudnya keberhasilan sebuah 
program pembangunan. Pada aras ini diperlukan kepedulian serta komitmen terhadap 
kembalinya komunitas  sebagai pusat dan aktor baik dalam wacana maupun praksis 
pembangunan. Hal ini diperkuat adanya beberapa bukti empiris yang menujukkan bahwa sebuah 
desain kebijakan yang berbasis pada bottom-up ternyata lebih efektif dan memiliki kemampuan 
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untuk lebih sustainable serta berhasil guna bagi kepentingan komunitas, sedangkan pendekatan 
pembangunan yang berbasis pada top down cenderung merupakan representasi dari kepentingan 
dan visi penguasa ataupun para perencana pembangunan (Suparjan & Hempri Suyatno, 2003:69) 
Sehubungan dengan partisipasi masyarakat yang di dalamya terdapat kepedulian dan 
komitmen, maka dalam konteks pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan melalui Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. 
Benarkah partisipasi tersebut tumbuh secara murni dari sekelompok orang yang peduli terhadap 
permasalahan di lingkungan sekitar? Ataukah partisipasi itu memang muncul karena ada 
”proyek” dari pemerintah sehingga sekelompok orang tersebut berduyun – duyun mendirikan 
PKBM ?  Pertanyaan lebih lanjut yang perlu dikaji adalah terkait dengan pengelolaan 
kelembagaan PKBM itu sendiri sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan di jalur nonformal.  
Agar dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat berjalan secara 
efektif dan efisien, baik yang diselenggarakan pemerintah atau swadaya masyarakat, maka 
pemerintah tetap melakukan proses pembinaan dan pendampingan. Pendampingan tersebut 
selain diarahkan untuk mencapai penyelenggaraan yang efektif dan efisien, juga untuk menuju 
proses pemberdayaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah agar tujuan pendidikan dapat 
tercapai.  
Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah melalui penilik 
pendidikan luar sekolah di tingkat kecamatan dengan dibantu oleh tenaga lapangan pendidikan 
masyarakat (TLD). Perlunya pendampingan dalam penyelenggaraan PKBM jika didasarkan pada 
teori kebutuhan belajar orang dewasa adalah, bahwasanya kebutuhan yang paling mendasar 
adalah kebutuhan fisik (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan belajar/ pendidikan bagi orang 
dewasa (andragogi) harus terpenuhi manakalah kebutuhan fisiknya sudah dapat terpenuhi secara 
layak.   
Terkait dengan kebutuhan belajar orang dewasa,  Mudjiman (2006 : 163), berpendapat 
bahwa terdapat 4 ( empat ) asumsi dalam teori andragogi, yaitu : 
1. Bahwa orang dewasa mengarahkan tujuan belajarnya sendiri. 




3. Bahwa orang dewasa belajar setelah ia sendiri merasa ingin belajar; kegiatan belajar 
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya – rumah,  
4. Bahwa orang dewasa belajar karena mencari kompetensi untuk memenuhi 
kebutuhannya yang lebih tinggi, seperti kebutuhan pengembangan potensi diri; 
mereka ingin segera merasakan hasil dari belajarnya; apa yang dipelajari harus dapat 
digunakan.  
Dalam konteks penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah yang sasaran 
utamanya adalah masyarakat yang secara struktural terpinggirkan oleh sistem (keterbatasan 
aspek ekonomi, sosial, dan budaya), maka UNESCO telah merekomendasikan ”empat pilar 
pembelajaran” sebagai basis dari setiap lembaga pendidikan, yaitu program pembelajaran yang 
diberikan hendaknya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga mau dan 
mampu belajar (learning to know or learning to learn). Bahan belajar yang dipilih hendaknya 
mampu memberikan suatu pekerjaan alternatif kepada peserta didik (learning to do) dan mampu 
memberikan motivasi untuk hidup dalam era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa 
depan (learning to be). Pembelajaran hendaknya juga diarahkan pada keterampilan untuk hidup 
bertetangga, bermasyarakat, dan berbangsa dalam semangat kesamaan dan  kesejajaran (learning 
to live together). 
Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka pengelolaan penyelenggaraan pembelajaran di 
PKBM harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan peserta didik atau warga belajar. Sebab, 
perilaku seseorang akan berubah terkait dengan terpenuhi tidaknya suatu kebutuhan. Untuk itu 
motivasi warga belajar juga merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan di dalam 
pengelolaan PKBM, sehingga keberadaannya memang dirasakan ada manfaatnya bagi warga 
belajar. 
PKBM didirikan dan dikembangkan oleh berbagai pihak, baik oleh masyarakat, lembaga 
/ organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, maupun oleh pemerintah. Namun persoalan yang 
melingkupi di dalamnya terus terjadi. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya PKBM yang didirikan 
bukan atas dasar kebutuhan masyarakat akan tetapi dibangun atas dasar kepentingan menyerap 
program pemerintah semata. Persoalan lain, PKBM belum benar – benar memainkan peranan 
sebagai fasilitator yang melakukan empowerment  terhadap masyarakat. Bahkan masih banyak 
ditemukan PKBM yang dibentuk secara rekayasa yang hanya mengedepankan papan nama saja.  
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Hal  lain yang masih sering dijumpai di lapangan adalah adanya program yang 
diselenggararakan oleh lembaga pendidikan nonformal yang hanya mengutamakan kepentingan 
donor, bukan kepentingan atau kebutuhan peserta didik yang ada di lingkungan masyarakat. 
Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya kemampuan pengelola maupun tutor dan karena 
mereka telah terbiasa menerapkan program yang telah dikembangkan atau didesain oleh pihak 
donor, terutama hal ini pemerintah. Tentunya program pemerintah perlu terus dilakukan, akan 
tetapi bila program pemerintah tersebut dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan belajar 
setempat, maka akan lebih efektif. 
Gambaran kondisi di atas tercermin pada kebijakan pemerintah pasca krisis moneter 
1998, di mana pemerintah lebih banyak memprakarsai berdirinya penyelenggaraan pendidikan 
non formal melalui wadah PKBM. Pada tahun 2000-an banyak bermunculan PKBM bagaikan 
tumbuhnya jamur di musim penghujan. Di Kabupaten Nganjuk saja pada tahun 2000 
berdasarkan data di Dinas Pendidikan (Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal) telah berdiri 
35 PKBM. Dari jumlah tersebut, seiring perjalanan waktu dan proses seleksi alam, banyak 
PKBM yang mengalami pasang – surut, bahkan sudah banyak yang tutup  dan hanya menyisakan 
papan nama. Jumlah PKBM di Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2016 tinggal 28 lembaga 
PKBM. 
Kenyataan menunjukkan, perkembangan setiap PKBM tidak sama. Ada diantaranya yang 
sudah mampu mengembangkan program-program layanan pendidikannya dengan pesat, mampu 
bermitra dengan pengusaha nasional bahkan bermitra dengan pengusaha dari negara lain. Tapi, 
lebih banyak lagi PKBM yang mendapat kesulitan untuk mempertahankan keberadaannya agar 
tetap dapat melaksanakan program-program minimal, seperti Paket A, Paket B dan KF. Hal ini 
dapat dipahami bila dilihat dari latar belakang setiap PKBM tidak sama. Ketidaksamaan yang 
diperkirakan mampu mempengaruhi keadaan ini diantaranya : sejarah terbentuknya PKBM, 
pengelola, mutu sumber daya manusia (SDM) yang mengelola PKBM, kemampuan dana, 
pengadaan sarana dan prasarana. 
Di sisi lain harus diakui  juga bahwa kita masih menemukan  PKBM yang lahir, tumbuh 
dan berkembang atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola dengan pendekatan dari, oleh 
dan untuk masyarakat. PKBM seperti ini lebih jauh mengakar di masyarakat. Salah satu 
contohnya adalah PKBM Nurul Jadid yang berlokasi di Desa Banjaranyar, Kecamatan 
Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. PKBM Nurul Jadid yang sejak berdiri tahun 2003 sampai 
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dengan sekarang (tahun 2016) masih tetap eksis dan survive dalam menyelenggarakan 
pendidikan nonformal. Hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut : 
1. Tahun 2003 – 2005 : Kegiatan yang dilakukan baru terbatas Paket B dan Keaksaraan 
Fungsional. 
2. Tahun 2006 : Lembaga sudah ber-akte notaris dalam bentuk yayasan. 
3. Tahun 2006 – 2010 : Paket B, Paket C, Kursus Keterampilan (menjahit, bordir dan 
elektro) 
4. Tahun 2011 – 2016 : Paket B, Paket C, Kursus Keterampilan, Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) dan Taman Bacaan Masyarakat. 
     
Di balik keberadaan PKBM Nurul Jadid seperti di atas, sudah barang tentu terdapat faktor 
–faktor yang mempengaruhi kenapa PKBM Nurul Jadid tetap eksis dan survive. Atas dasar inilah 
dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang faktor – faktor yang 
mempengaruhi keberlangsungan program PKBM. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang  dapat 
dirumuskan dan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut:  
1. Faktor- faktor internal apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan PKBM? 
2. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan PKBM? 
3. Bagaimana motivasi warga belajar pada program pembelajaran yang dilaksanakan di 
PKBM ? 
4. Bagaimana pengelolaan lembaga PKBM dilakukan? 
5. Bagaimana  pendekatan pembelajaran yang dikembangkan tutor pada program  
pembelajaran ? 
6. Bagaimana peran serta masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung 
keberlangsungan  PKBM?  
 
C.  Tujuan Penelitian 
Selaras dengan  masalah yang telah dirumuskan di atas, maka  penelitian ini    bertujuan 
untuk mengkaji dan mencari jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian, yaitu : 
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1. Menggali dan mendeskripsikan faktor – faktor internal yang  mempengaruhi 
keberlangsungan PKBM. 
2. Menggali dan mendeskripsikan faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi 
keberlangsungan PKBM. 
3. Mendeskripsikan motivasi warga belajar pada program kegiatan pembelajaran di PKBM. 
4. Mendeskripsikan beberapa aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola PKBM. 
5. Menggali dan mendeskripsikan pendekatan – pendekatan yang dikembangkan turor pada 
program kegiatan pembelajaran. 
6. Menggali dan mendiskripsikan peran serta masyarakat, pemerintah dan dunia usaha 
dalam mendukung keberlangsungan keberhasilan PKBM. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  baik manfaat secara teoritis 
maupun manfaat secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan praktik – praktik yang 
baik (good practices)  untuk  dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan bahan 
dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan  pemberdayaan masyarakat guna 
menambah khasanah ilmu pengetahuan pada Ilmu Penyuluhan Pembangunan, khususnya 
pada program Manajemen Pengembangan Masyarakat. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis yang mampu 
menyajikan pengalaman pengelolaan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masayakat 
(PKBM) yang berguna sebagai bahan masukan yang tepat bagi pemerintah sebagai 
pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai penyelenggara kegiatan guna untuk lebih 
mendayagunakan lembaga PKBM yang dikelola. 
 
